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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
Penanganan. Sampah Rumah Tangga.
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/PRT/M/2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM
PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5),
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3),
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem  Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);
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Menetapkan:

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4505);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik.

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah
tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas
lainnya.

Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan,
pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah
fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan
penanganan sampah.

Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah
peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan
sampah.

Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP,
adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan
memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan
sampah sesuai dengan jenis.

Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam
suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah
dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.

Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah
dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah dengan prinsip 3R.

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau
tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah
terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan
kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampabh.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi,
dan/atau jumlah sampah.

Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan
recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah
sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar
dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA
jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas
pengolahan sampabh.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat
TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan
pemrosesan akhir.

Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah
dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan.

Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air
eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan
membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses
dekomposisi biologis.

Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA
tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan
tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini
merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu
menerapkan metode lahan urug saniter.

Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal
pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara
sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area
pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan
hukum.
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Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang
berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan
berwawasan lingkungan;

b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampabh;

c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan;

d. melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap
pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan

e. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan umum,
penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA.

Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB Il
PERENCANAAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perencanaan umum penyelenggaraan PSP meliputi:

a. rencana induk;

b. studi kelayakan; dan

c. perencanaan teknis dan manajemen persampahan.

Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota besar dan
metropolitan terdiri dari:

a. rencana induk; dan

b. studi kelayakan.

Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota sedang dan
kecil berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahanBagian
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